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DKI Didesak Umumkan Rincian Rencana Anggaran 2020

Pemerhati anggaran mengingatkan pemerintah Jakarta agar tidak mengabaikan prinsip
transparansi bujet daerah.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Direktur Ek-
sekutif Indonesia Budget
Center (IBC), Roy Salam,
mendesak pemerintah
DKI Jakarta agar lebih .
terbuka dalam pembaha-
san Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja

‘Daerah (RAPBD).

MenurutRoy, keterbukaan
itu bisa dimulai dari publi-
kasi rancangan Kebijakan
Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS)
2020 di situs Apbd.jakarta.
go.id. “Simpelnya pemerin-
tah bisa mempublikasi tiap
tahapan dalam penyusunan
APBD 2020,” ujar dia kepa-
da Tempo, kemarin.

Keputusan pemerintah
DKI untuk tidak segera
mempublikasikan  ran-
cangan KUA-PPAS 2020, -
menurut Roy, berpotensi
melanggar sejumlah pera-
turan mengenai transpa-
ransi pengelolaan keuangan
daerah.

Yang berpotensi dita-
brak, kata Roy, ' antara
lain Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33

Nomor Tahun 2019 ten-
tang Pedoman Penyusunan
APBD 2020. Peraturan ini
menyebutkan penyusunan
APBD 2020 didasarkan
pada prinsip transparansi
demi memudahkan masya-
rakat dalam mendapatkan
akses informasi seluas-
luasnya tentang anggaran
daerah. Aturan yang sama

juga mengharuskan penyu-
sunan APBD 2020 melibat-

kan partisipasi masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan telah me-
ngirim rancangan KUA-
PPAS 2020 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Jakarta pada 5
Juli 2019. Pemerintah DKI
mengusulkan anggaran
sebesar Rp 95,995 triliun,
naik sekitar Rp 6,906 tri-
liun dari anggaran Jakarta
tahun ini. Namun, hingga
kemarin, dokumen lengkap
KUA-PPAS belum diun-
ggah ke situs Apbd.jakarta.

go.id. :
Pada era Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja

Purnama, dokumen KUA-
PPAS selalu dimuat leng-
kap pada situs Apbd jakar-
ta.goid. Begitu pula den-
gan dokumen anggaran

hasil pembahasan eksekutif ~ go.id penting” agar publik

dengan legislatif.
- Di awal masa pemerin-
tahan Anies, pada 2017,

dokumen KUA-PPAS juga -

sempat diunggah dalam
situs yang sama. Tapi, sete-
lah sejumlah mata rencana
anggaran memicu kontro-
versi, pada tahun berikut-
nya, pemerintah DKI hanya
mengunggah  anggaran
daerah yang sudah disepa-
kati dengan Dewan.
Menurut Roy, dokumen
.anggaran daerah jangan
sampai baru diumumkan
setelah rampung diba-
has dan disepakati bersa-
ma Dewan. Sebab, setelah
APBD disahkan, tak ada
lagi ruang bagi publik
‘untuk mengawasi pemba-
hasan atau mengubah alo-

kasi keuangan anggaran.

“Transparansi itu esensinya
masyarakat terlibat untuk
mempengaruhi keputusan
anggaran agar lebih baik,”
ujar dia. - '
Hal senada disampai-
kan oleh peneliti dari
Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran
(Fitra), Gurnadi Ridwan.
Menurut dia, penerbi-
tan rancangan APBD
dalam situs Apbd. jakarta.

mengetahui program apa
saja yang direncanakan
pemerintah DKI serta bera-
pa banyak alokasi angga-
Tannya.

" Bila rancangan angga-
ran- diumumkan secara
terbuka, menurut Gurnadi,
publik punya kesempa-
tan untuk mengawasi dan
memberi masukan selama
rancangan tersebut dibahas
pemerintah DKI bersama
DPRD. “Jika pemerintah
daerah tidak benar-benar
transparan, itu sama saja
dengan melemahkan pen-
gawasan masyarakat,” ujar
dia.

Anggota DPRD dari
Partai Solidaritas Indonesia
(PSI), Idris Ahmad, juga
mendesak agar pemerintah
DKI segera mempublikasi
rancangan KUA-PPAS 2020
di situs Apbd.jakarta.go.id.
Apalagi, banyak aturan
yang mengharuskan adanya
transparansi dalam pem-
bahasan dan pengelolaan
keuangan daerah. Menurut
dia, keterbukaan informasi
seputar penyusunan angga-
ran seharusnya menjadi
kebutuhan bagi pemerin-
tah DKI. “Pemerintah DKI
harus mempublikasi setiap
tahapan penyusunan angga-
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rannya,” tutur dia.

Kepala Badan  Pe-
rencanaan dan  Pem-
bangunan Daerah DKI
Jakarta, Sri Mahendra

Satria Wirawan, mengata-
kan tidak ada perubahan
dalam - mekanisme pen-
ganggaran daerah melalui
sistem e-budgeting tahun
ini. Menurut dia, dokumen

lengkap rancangan angga- .

ran belum muncul dalam
situs  Aphd.jakarta.go.id
karena tahapannya baru
penyerahan  rancangan
KUA-PPAS 2020 kepada
Dewan. “Setelah selesai
pembahasan, rancangan
KUA-PPAS baru bisa dili-
hat di situs Apbd.jakarta.
go.id,” tutur dia.

Bila semua tahapan pem-
bahasan anggaran ‘telah
selesai, menurut Mahendra,

tak hanya dokumen KUA-
PPAS yang akan terpam-
pang di situs Apbd.jakar-
ta.goid. Revisi rancangan
KUA-PPAS, dokumen
final APBD, serta dokumen
APBD Perubahan pun akan
diunggah ke situs tersebut.
“Tidak ada aturan yang
kami langgar dalam pen-
ganggaran ini,” klaim dia.
Direktur Jenderal Bi-
na Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri,
Syarifuddin, mengatakan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 333 Tahun
2019 tidak mengatur seca-
ra rinei pelaksanaan prin=
sip transparansi dalam
penyusunan - anggaran
daerah. “Jadi, dikembalikan -
kepada daerah bersangku-
tan,” ujar dia.
® IMAM HAMDI

Transparansi Anggaran

Transparansi pengelolaan keuah'gan daerah diatur dalam sejumlah
regulasi. Berikut ini di-antaranya:

= Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah

Pasal 280 ayat 2

Kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengelolaan

keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

Mengetola dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

m Peraturan Pemetintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelo-
laan Keuangan Daerah

: Pasal 3 ayat 1

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mem-
perhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat,
serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Nomor Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip

berikut ini: ok

m Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan
daerah.

= Tidak bertentangan dengan kepentlngan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

m Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

m Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

m Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.

m Partisipatif dengan melibatkan masyarakat.

m Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperha-
tikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

SUMBER: UNDANG-UNDANG 23/2014, PERATURAN PEMERINTAH 12/2019 DAN PERATURAN
_ MENTERI DALAM NEGERI 33/2019




